
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 
NOMOR 11 TAHUN 2007
 

TENTANG
 
PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 

BUPATI LAMPUNG TIMUR,
 

Menimbang a	 bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 62 Peraturan 
Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, dipandang perlu 
mengatur lebih lanjut mengenai pedoman pembentukan dan 
mekanisme penyusunan peraturan desa; 

b.	 bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme 
Penyusunan Peraturan Desa. 

Mengingat 1.	 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 Tentang Pembentukan 
Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah 
Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II 
Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 
46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3825); 

2.	 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 4389); 

3.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 
Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548); 

4.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan 
keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Nomor 4438); 

5.	 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587); 

6.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang 
Lembaran Daerah dan Berita Daerah; 

7.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan 
Desa; 

8.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 38 Tahun 
2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Sebagai Daerah 
Otonom; 

9.	 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur Nomor 39 Tahun 
2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 
Daerah, Sekretariat DPRD, dan Pemerintah Kecamatan Kabupaten 
Lampung Timur; 



Dengan Persetujuan Bersama : 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
 

dan
 

BUPATI LAMPUNG TIMUR
 

MEMUTUSKAN :
 

Menetapkan:	 PERATURAN DAERAH TENTANG PEDOMAN PEMlBENTUKAN DAN 
MEKANISME PENYUSUNAN PERATURAN DESA 

BABI
 

KETENTUAN UlVIUM
 

Pasall 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1.	 Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lampung Timur. 

2.	 Bupati adalah Bupati Lampung Timur. 

3.	 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD 
Kabupaten Lampung Timur. 

4.	 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

5.	 Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai oerangkat daerah Kabupaten Lampung 
Timur. 

6.	 Camat adalah Camat dalam Kabupaten Lampung Timur. 

7.	 Desa adalah desa dalam Kabupaten Lampung Timur. 

8.	 Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan 
Badan Permusyawaratau Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihonnati dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

9.	 Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara 
pemerintahan desa. 

10. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan 
perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur 
penyelenggara pemerintahan desa. 

11. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala 
Desa. 

12. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala 
Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan 
Perundang-undangan yang lebih tinggi. 

13. Keputusan Kepala Desa adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat 
menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa. 

14. Tugas	 Pembantuan adalah tugas yang diterima oleh Pemerintah Desa dari Pemerintah, 
Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten untuk melaksanakan tugas-tugas tententu 

. disertai	 prasarana dan sarana, personil dan pembiayaan dengan kewajiban memberikan 
pertanggungjawaban kepada yang menugaskan. 

C:lMy Documentslnebeng pmdslPERDAlpedomn pmbntukn&mekanisme pnyusunn perdeslmncangan pdoman pmbntukn mekanisme pnyusunn perdes.doc 



BARn
 

PERATURANDESA
 

Bagian Kesatu
 

Pembentukan
 

Pasa12
 

(1) Peraturan Desa ditetapkan oIeh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. 

(2) Peraturan Desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. 

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (l) merupakan penjabaran Iebih lanjut dari 
peraturan perundang-undangan yang Iebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosiaI 
masyarakat desa setem pat. 

Bagian Kedua
 

Azas Pembentukan
 

Pasal3
 

Dalam membentuk Peraturan Desa harus berdasarkan pada azas Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan yang baik meliputi : 

a. Kejelasan tujuan; 

b. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat 

c. Kesesuaian antara jenis dan materi muatan; 

d. Dapat dilaksanakan; 

e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan; 

f. Kejelasan rumusan; dan 

g. Keterbukaan. 

Pasal4 

Jenis Peraturan Perundang-undangan pada tingkat Desa meliputi : 

a. Peraturan Desa 

b. Peraturan Kepala Desa 

Bagian Ketiga
 

Materi Peraturan Desa
 

Pasa15
 

(1) Materi muatan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah seluruh 
materi muatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa dan 
pemberdayaan masyarakat serta penjabatan lebih lanjut dari ketentuan peraturan perundang­
undangan yang lebih tinggi. 

(2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b adalah 
penjabaran pelaksanaan peraturan desa yang bersifat pengaturan 

(3) Materi muatan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf c adalah 
penjabaran pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersifat 
menetapkan. 



Pasa16 

Peraturan Desa tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan atau perundang­
undangan yang lebih tinggi. 

Bagian Keempat
 

Teknis Penyusunan
 

Pasal7
 

(I) Bentuk Peraturan Desa terdiri atas : 

a. Penamaan Judul. 

b. Pembukaan, terdiri dari : 

1. j abatan pembentuk peraturan desa; 

2. konsideran (menimbang); 

3. dasar hukum (mengingat); 

4. frase persetujuan bersama; 

5. memutuskan; 

6. menetapkan; 

7. nama peraturan desa. 

c. Batang Tubuh, dikelompokkan dalam : 

I. ketentuan umum; 

2. materi pokok yang diatur; 

3. ketentuan peralihan (jika diperlukan); dan 

4. ketentuan penutup. 

d. Lampiran 

1. penjelasan (jika diperlukan); dan 

2. lampiran (jika diperlukan). 

(2) Teknik penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa akan 
ditetapkan dengan Peraturan Bupati. 

Bagian Kelima
 

Persiapan dan Pembahasan
 

PasaI3
 

(1) Rancangan Peraturan Desa diprakarsai oieh Pemerintah Desa dan dapatjuga berasal dari usul 
inisiatifBPD. 

(2) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa disampaikan oleh Kepala Desa 
kepada BPD secara tertulis. 

(3) Rancangan Peraturan Desa yang berasal dari Pemerintah Desa dapat ditarik kembali sebelum 
dibahas bersama BPD. 

PasaI9 

(1) Setelah menerima Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), 
BPD menyelenggarakan rapat untuk mendengarkan penjelasan Kepala Desa tentang hal-hal 
yang berhubungan dengan materi Rancangan Peraturan Desa. 

(2) Setelah mendengarkan penjelasan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (L), BPD 
membahas Rancangan Peraturan Desa bersama-sama pemerintah desa. 



Pasal 10 

Jika rancangan Peraturan Desa berasal dari BPD maka BPD menyampaikan Rancangan tersebut 
kepada Kepala Desa secara tertulis dan selanjutnya mengundang pemerintah desa untuk 
melakukan pembahasan secara bersama-sama. 

Pasalll 

Tata cara pembahasan Peraturan Desa lebih lanjut diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD. 

Pasal12 

(1) Rapat	 pembahasan Rancangan Peraturan Desa dapat mengundang Camat atau pejabat 
pemerintah lainnya. 

(2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan pertimbangan atau saran atas 
. izin pimpinan rapat. 

(3) Setelah dilakukan pembahasan sebagaimana dimaksud pad-a ayat (1), BPD menyclenggarakan 
rapat yang dihadiri oleh anggota BPD dan pemerintah desa' dalam acara Penetapan 
Persetujuan BPD atas rancangan peraturan desa menjadi peratuan desa yang dituangkan 
dalam Keputusan BPD dan disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung tanggal 
Persetujuan Bersama. 

(4) Setelah mendapatkan persetujuanBPD sebagaimana dimaksud	 pada ayat (3), Kepala Desa 
menetapkan Rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa paling lambat 30 (tiga puluh) 
hari sejak ditetapkan Raperda dari BPD. 

(5) Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa. 

Pasal13 

(1) BPD	 wajib menggambarkan nilai-nilai demokrasi yang berdasarkan rnusyawarah untuk 
mufakat dalam pengambilan keputusan. 

(2)	 Dalam rangka menetapkan peraturan desa, BPD mengadakan rapat yang hams dihadiri oleh : 

a.	 paling sedikit 213 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD; dan 

b.	 Kepala Desa dan perangkat desa. 

(3)	 Dalam haljumlah anggota BPD yang hadir kurang dan jurnlah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) huruf a, maka rapat BPD dinyatakan tidak sah. 

(4)	 Dalam hal rapat BPD dinyatakan tidak sah, maka Kepala Desa mengusulkan waktu untuk 
mengadakan rapat berikutnya, paling lambat 3 (riga) hari setelah rapat pertama. 

(5) Dalam	 hal rapat BPD untuk kedua kalinya, jumlah anggota BPD yang hadir kurang dari 
jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka rapat BPD dapat dilaksanakan dan 
keputusannya disanggap sah. 

BABill 

PARTISIPASI MASYARAKAT 

Pasal14 

(1)	 Dalam menyusun Rancangan Peraturan Desa, Pemerintah Desa dan atau BPD hams 
memperhatikan dengan sungguh-sungguh aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, dan 
masyarakat memberikan bahan masukan baik secara tertulis maupun lisan. 

(2)	 Untuk menampung aspiresi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah 
Desa dan atau BPD dapat mengadakan rapat atau pertemuan dengan pemuka-pemuka 
masyarakat yang ada di Desa. 
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 BABIV 

PENGESAHAN DAN PENETAPAN 

Pasal15 

( ] ) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa, pungutan dan penataan ruang yang telah 
disepakati bersama BPD, sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa 
paling lambat 3 (tiga) hari disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati untuk dievaluasi. 

(2) Basil evaluasi rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
oleh Bupati kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) han sejak rancangan peraturan 
desa tersebut diterima. 

(3) Apabila Bupati	 belurn memberikan hasil evaluasi rancangan APB Desa sebagaimana 
dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa dapat menetapkan Rancangan APB Desa menjadi 
Peraturan Desa. 

(4) Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
dapat didelegasikan oleh Bupati kepada Camat. 

Pasal16 

(1) Peraturan Desa wajib menentukan batas waktu penetapan dan pelaksanaan. 

(2) Peraturan Desa sejak ditetapkan, dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum 
yang mengikat, kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Desa tersebut. 

(3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh berlaku surut. 

BABV 

PENYAMPAIAN PERATURAN DESA 

Pasal17 

(1)	 Dalam rangka pengawasan dan pembinaan, Peraturan Desa disampaikan kepada Bupati 
melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan. 

(2)	 Untuk melaksanakan Peraturan Desa, Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa dan 
tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. 

(3) Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa diumumkan dalam Berita Daerah yang dilakukan 
oleh Sekretaris Daerah. 

(4) Kewenangan mengumumkan Berita	 Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat 
didelegasikan kepada Kepala Bagian Hukurn dan Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten 
Lampung Timur. 

BABVI 

PEMBATALAN 

Pasal18 

(1) Bupati dapat membatalkan Peraturan	 Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bertentangan 
dengan kepentingan umum, peraturan daerah dan ketentuan perundang-undangan yang lebih 
tinggi. 

(2)	 Kcpurusan Pcmbatalan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud 
pada aval t I) dihcruahukan kcpada Kcpala Desa yang bersangkutan dengan alasan-alasannya 
p:t1111/', 1:1111(1:1/ 7 (tujuh ) iuni sctt'Lt!t I'.cplItlisall Pcmbutalan Pcraturan Desa dan Keputusan 
I\.l~pilla I >csa. 
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I BAlI \'"11 

PENYEBARLUASAN 

Pasal19 

Peraturan Desa dan peraturan pelaksanaannya wajib disebarluaskan kepada masyarasat oIdl 
Pemerintah Desa. 

BAR VIII 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal20 

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah InI, sepanjang mengenai teknis 
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. 

Pasal21 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan 
.Ii penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Timur. 

\ 

Ditetapkan di Sukadana 
pada tanggal2 Juli 2007 

BUPATI LAMPUNG TIMUR, 

dto 

SATONO 
Diundangkan di Sukadana 
pada tanggal 2 Juli 2007 

SEKRETARIS DAERAH, 

dto 

I WAYAN SUTARJA 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TABUN 2007, ~O~IOR 11 
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